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"Keadilan bukan sekadar teks dalam undang-undang, melainkan tindakan nyata di 

lapangan." 

 

"Hukum tanpa penegakan yang adil ibarat pedang tanpa mata; ia ada, namun tak 

mampu melindungi." 

 

"Tegakkan hukum walau langit runtuh, lindungi bumi walau rintangan penuh." 
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ABSTRAK 

 

Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (ilegal), khususnya pada sektor 

pertambangan non-logam dan batuan (galian C) di Kabupaten Ponorogo, 

menimbulkan dampak multidimensional pada bidang hukum, lingkungan, serta 

sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, penerapan, 

serta penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap keberadaan tambang 

ilegal di Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan penelaahan 

bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun UU Nomor 3 

Tahun 2020 telah mengatur kewajiban perizinan (seperti IUP, IUPK, dan SIPB) 

serta sanksi tegas termasuk ancaman pidana Pasal 158 berupa penjara maksimal 5 

tahun dan denda hingga Rp.100 miliar maupun sanksi administratif implementasi 

dan penegakan hukum di lapangan belum berjalan optimal. Penegakan hukum 

masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber 

daya aparatur, rendahnya kesadaran hukum, serta tingginya ketergantungan 

ekonomi masyarakat setempat terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Oleh karena 

itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan kapasitas aparat, edukasi 

hukum preventif, serta pengembangan pemberdayaan ekonomi alternatif bagi 

masyarakat sekitar tambang. 

 

Kata kunci: Tambang Ilegal, UU Minerba, Penegakan Hukum, Kabupaten 

Ponorogo, Pertambangan Non-Logam. 

 

 


